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								    				    BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam suatu masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada. Lebih jauh dari itu, hukum telah mengarah kepada penggunaanya sebagai suatu sarana atau alat. Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi perdagangan dan modal, di samping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif, yaitu globalisasi kejahatan dan meningkatnya kuantitas serta kualitas kejahatan di berbagai negara dan antar negara. Menghadapi efek negatif dari globalisasi yaitu peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan, hukum mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat perlu ada dukungan dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Termasuk dalam



mencegah



dan



menanggulangi



kejahatan-kejahatan



yang



dilakukan oleh pemerintahan dengan merugikan masyarakat seperti melalui kejahatan korupsi. Korupsi telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Hal ini telah menjangkiti pejabat tingkat daerah dengan korupsinya yang kecilkecilan hingga para pejabat pemerintahan pusat. Korupsi ini dilakukan oleh pejabat-pejabat yang duduk di posisi strategis dalam suatu instansi baik pusat hingga daerah. Di era reformasi ini, skala korupsi jauh lebih luas, lebih sistematis, dan lebih canggih. Terjadi korupsi secara besar-besaran yang melibatkan
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 kelompok-kelompok besar yang memiliki jaringan yang luas. Sehingga untuk menutupi perbuatan itu, masing-masing kelompok saling menutupi kelompok-kelompok lain agar korupsi yang dilakukan secara berkelompok itu tidak terbongkar. Melihat permasalahan ini, pemerintah telah melahirkan undangundang tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi diharapkan mampu menanggulangi dan memberantas korupsi yang dilakukan secara berkelompok ataupun korporasi. Meskipun secara hukum, sanksi pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi telah tegas dimuat dalam peraturannya, namun dalam pengaplikasiannya terdapat perbedaan yang sangat jauh antara sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi yang tidak bisa dikenakan pidana penjara dan kurungan dengan individu yang dapat dijatuhi sanksi pidana penjara atau pidana kurungan.



B. Permasalahan 1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi? 2. Bagaimanakah pola pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi? 2. Untuk mengetahui bagaimana pola pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
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 BAB II PEMBAHASAN



A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Pada rezim yang lalu telah menciptakan dan mempertahankan ekonomi KKN. Menghadapi hal ini, hukum tidak mempunyai gigi, bahkan dapat dibelokkan menjadi alat untuk mempertahankan kekuatan-kekuatan KKN. Ini dikarenakan hukum merupakan tatanan yang berbasis politik dan politik berbasis ekonomi, sehingga ekonomi harus didukung kekuatan politik, serta politik harus disahkan hukum.1 Oleh karena itu, UU No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 diharapkan mampu memenuhi dan mengatisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Kemudian dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001



untuk



menjamin



kepastian



hukum,menghindari



keragaman



penafsiran dan memberikan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan secara formil, artinya adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang, bukan dengan timbulnya akibat. Konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut tidak harus dibuktikan. Ini menunjuk pada perumusan ketentuan, yaitu: kata dapat di depan kalimat kerugian keuangan negara atau



1 Hendarti, Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi, Seminar Nasional Menyambut Lahirnya UU Tindak Pidana Korupsi dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, Dep. Kehakiman, 11 September 1999 ), hal. 4.
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 perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001). Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dituangkan secara tertulis unsur melawan hukum, dalam arti sebagai perbuatan



melawan



hukum



material



(penerapan



asas



materiele



wederrechtelijk), menggantikan ketentuan undang-undang yang dulu, sebagai unsur “melakukan pelanggaran atau kejahatan” yang identik dengan



pengertian



untuk mempermudah



melawan



hukum



pembuktian



secara



tentang



formal.



perbuatan



Tujuannya



yang



dapat



dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.2 Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 ditentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, serta ditentukan pula pidana penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, dapat dihindari keleluasan diskresi dari penuntut umum dalam menetapkan tuntutannya, juga hakim dalam penjatuhan pidana.



Ini berarti mencegah atau



mengurangi ketidak-adilan dalam penetapan tuntutan pidana dan besar kemungkinan terjadi disparitas pidana. Ancaman pidana minimum khusus ini tidak dikenal dalam induk dari ketentuan hukum pidana (dalam KUHP), namun direncanakan dianut dalam konsep KUHP yang akan datang. Hal ini didasari, antara lain pemikiran yakni guna menghindari disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya, dan juga untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan



2 Indriyanto Seno Adji, Korupsi Sistemik Sebagai Kendala Penegakan Hukum di Indonesia (Jurnal HUKUM BISNIS Vol. 24-No 3- Tahun 2005), Hlm. 8.
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 masyarakat.3 Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada : citizenship of victim, the act threatens specific national interest, citizenship of the propetrator.4



Bagi



pengembangan



masyarakat, corruption



could



undermine the extent to which growt benefits populace, thus ultimately retarding development. Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menyitir Resolusi Konggres PBB VIII mengenai korupsi pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.5 Pidana mati pun dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2001, yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku apabila tindak pidana tersebut



dilakukan



penanggulangan



terhadap keadaan



dana-dana bahaya,



yang



bencana



diperuntukan alam



bagi



nasional,



penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Diintrodusir tindak pidana baru mengenai gratifikasi (Pasal 12B, 12C). Yang diatur mengenai perbuatan yang dapat dihukum bukan gratifikasinya tetapi perbuatan menerima grafitikasi. Itu dianggap pemberian suap : 3 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 138.



4 Bambang Poernomo, Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangai Kejahatan Korupsi. Seminar Nasional Menyambut Lahirnya UU Tindak Pidana Korupsi Yang baru dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, dan Dep. Kehakiman, 11 September 1999 ), hal. 8. 5 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hal. 26. Di samping pencelaan, penentuan tindak pidana berhubungan dengan fungsi hukum pidana: “…. The essential function of the criminal law is to express and reinforce a society’s moral seriousness about certain public rules of civilized behaviour”. Dalam Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman, Philosophy of Law ( Colorado: Westview Press, 1990), hal. 69.
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 1. apabila



gratifikasi



diberikan



kepada



pegawai



negeri



atau



penyelenggara Negara, 2. berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dan 3. penerima tidak melapor kepada KPK. Yang dimaksud gratifikasi adalah meliptui pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Perkara tindak pidana korupsi ini sebagai perkara prioritas, yang proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan aturan acara pidana lainnya tetap berlaku KUHAP ( UU No. 8 Tahun 1981) yang mendasari hukum acara pidana di Indonesia, kecuali hal-hal yang diatur sendiri dalam



UU



Pemberantasan



pengembangan



alat



Tindak



bukti yang



Pidana



sah



Korupsi.



dalam



Juga



bentuk



ada



petunjuk



menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK di bidang elektronik dan telematika (Pasal 26A). Diatur mengenai sistem pembuktian terbalik yang



bersifat



terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap membuktikan dakwaannya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B UU No. 31 Tahun 19999 jo UU No. 20 tahun 2001. Sistem pembuktian seperti itu merupakan suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, jadi bukan terdakwa yang membuktikannya. Akan tetapi UU Korupsi menentukan terdakwa berhak melakukannya. Apabila ia dapat membuktikan bahwa tindak pidana korupsi tidak terbukti, tetap saja penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya. Inilah yang disebut sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Pembuktian terbalik
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 diberlakukan pada tindak pidana berkaitan dengan gratifikasi dan tuntutan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi. Tidak kalah pentingnya, hal baru yang berupa perluasan tempat berlakunya UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 (Pasal 16), jadi memuat ketentuan yuridiksi ke luar batas teritorial (extra-territorial). Ini mempunyai relevansi dengan perkembangan tindak pidana yang bersifat transnasional dan global, khususnya terjadi pula pada tindak pidana korupsi. Dengan undang-undang tersebut berarti memperkuat daya-jangkaunya jika dihadapkan pada pelaku yang berada d luar batas teritorial. Dalam UU Korupsi diperkenalkan adanya perangkat pendukung lainnya, seperti: dibentuknya tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, apabila terjadi



tindak pidana korupsi yang sulit



pembuktiannya (Pasal 27), dan juga U U tersebut mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 43). Telah dilaksanakan dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekusaan manapun. Di samping itu, UU



memberikan tempat bagi partisipasi



masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, dan untuk ini, diberikan perlindungan hukum dan penghargaan bagi warga masyarakat yang berjasa (Pasal 41, 42). Peran serta masyarakat ini penting untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, yang juga harus berjalan seiring dengan upaya-upaya lain. Hal ini didasari pertimbangan pertama, korban korupsi yang utama adalah masyarakat, kedua, pemberantasan korupsi bukan monopolin aparat pengak hukum, perlu keterlibatan masyarakat, ketiga, gerakan sosial anti korupsi perlu dikembangkan dalam kultur



masyarakat.



Sehubungan dengan, khususnya masalah korupsi juga terkait rusaknya tatanan di bidang administrasi-birokratik, maka selain hukum pidana 7



 terdapat



upaya-upaya



pengaturan



pemenuhan



terhadap



hukum



(compliance with law) untuk mencegah pelanggaran hukum. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pengawasan pula terhadap bekerjanya birokrasi dan keseluruhan aparat pemerintah maupun penyelenggara negara,



untuk



tertibnya



pelaksanaan



segala



peraturan



pemenuhan mereka terhadap hukum yang berlaku



sebagai



di lingkungan



lembaganya.



B. Pola Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengertian dari korporasi itu sendiri menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, “korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum. Selanjutnya Subekti dan Tjitrosudibio, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “corporatie atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”. Sebagai subjek hukum, badan hukum diakui posisinya dalam kehidupan hukum terutama dalam gerak dan aktivitasnya sehingga pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang ada dapat berakibat dijatuhkannya sanksi terhadap badan hukum tersebut. Dewasa ini keberadaan korporasi semakin mendapatkan posisi penting dalam dinamika kehidupan suatu Negara. Korporasi memegang sektor penting terutama yang berkaitan dengan sektor industri atau ekonomi. Kondisi tersebut di satu pihak membawa dampak positif namun dalam lain hal perkembangan tersebut mendorong munculnya jenis kejahatan ekonomi, atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi yang motif utama dari kejahatan korporasi adalah terletak pada pemenuhan atas motif ekonomi yang berupa keuntungan atau profit yang dilakukan
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 secara illegal atau melawan hukum. Adapun batas-batas mengenai kejahatan korporasi adalah sebagai berikut: 1. Kejahatan tersebut merupakan bentuk kejahatan white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (crime commited by person of respectability and high social status in the course of their occupation); 2. Berbentuk



kejahatan



dengan



menggunakan



jabatan



atau



Occupational Crimes, berupa kejahatan yang mengandung dua elemen. Pertama berkaitan dengan status pelaku tindak pidana (status of offender), dan kedua berkaitan dengan karakter jabatan tertentu (the occupation character of the offence); 3. Kejahatan



tersebut



berbentuk



kejahatan



yang



terorganisir



Organized Crime, kejahatan tersebut dikendalikan oleh suatu kesatuan yang lebih besar dalam lingkungan penjahat secara terstruktur dan tersistematis berdasarkan peran dan bagian dari masing-masing anggota kesatuan tersebut; Dengan mengetahui beberapa hal tersebut, maka diharapkan dapat memperjelas batas-batas kejahatan korporasi. Dalam undang-undang UU No. 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 21 tahun 2000 Subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang dan juga korporasi. Penentuan korporasi dapat sebagai



pelaku



korupsi,



sehingga



dapat



dipertanggungjawabkan



berkaitan dengan perkembangan korupsi. Pelakunya tidak terdiri dari seorang individu, melainkan merupakan kolaborasi dari beberapa orang, dan kedudukannya yang tidak hanya sebagai pejabat, namun merambah pada



lingkungan



keluarganya,



para



pengusaha,



yang



besar



kemungkinannya secara kelompok, yang dapat sebagai suatu korporasi. Demikian ini, ditengarai oleh I.S. Susanto,6 adanya keterlibatan birokrasi yang dengan kebijakan-kebijakannya memberikan peluang korporasi 6 Susanto, Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 12 Oktober 1999), hal. 6
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 melakukan



tindakan



ilegal



dan



merugikan



masyarakat



maupun



membiarkan dalam arti tidak mengambil tindakan terhadap korporasi yang merugikan masyarakat. Pasal 20 dalam UU tersebut bersangkutan dengan



menentukan



hal-hal yang



tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh



korporasi. Terjadinya dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan yang lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. Penjatuhan



pidananya



dapat



dilakukan



terhadap



korporasi



atau



pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda. Kekurangannya tidak ada pengaturan khusus kalau korporasi tidak dapat membayar pidana denda, kalau menurut sistem KUHP bisa digantikan pidana kurungan pengganti denda, apakah korporasi bisa dipidana kurungan. Juga kekurangannya tidak adanya sanksi yang sesuai dengan korporasi misalnya sanksi berupa: “penutupan perusahaan/korporasi, pencabutan ijin usaha”. Sehubungan dengan subyek hukum sebagai pelaku, (Pasal 2) memperluas pengertian pegawai negeri, yang antara lain ditambahkan : orang



yang



menerima



gaji



atau



upah



dari



korporasi



yang



mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang ekslusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
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 BAB III PENUTUP



A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.



Terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001, terutama yang berkaitan dengan pidana denda terhadap korporasi.



2.



Pertanggungjawaban korporasi terhadap setiap bentuk kegiatan korporasi didasarkan pandangan akan kedudukan korporasi sebagai (recht persoon), dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih terdapat banyak kelemahan.



B. Saran Adapun saran yang dapat penulis paparkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Pentingnya



formulasi



kebijakan



perundang-undangan



dengan



memperhatikan pola pemidanaan, agar kebijakan tersebut dapat selaras dalam tataran aplikatif penegakan hukum. Pentingnya pola pemidanaan terkhusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk menghindarkan permasalahan-permasalahan yuridis yang mungkin timbul dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 2. Formulasi pertanggungjawaban korporasi hendaknya dibuat dengan memperhatikan sejauh mana pergerakan korporasi dalam kejahatan tindak pidana korupsi, dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut, disamping itu sedapat mungkin formulasi mengenai pertanggungjawaban korporasi berkesesuaian dengan KUHP sebagai ketentuan umum.



11



 							    

			

		    

		

            

	            

    




    
	
	    
		
		    ×
		    Report "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi"

		

		
		    
			Your name
			
		    

		    
			Email
			
		    

		    
			Reason
			-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint


		    

		    
			Description
			
		    

		    
			
			    

			

		    

		    
		

		
		    Close
		    Send
		

	    

	

    




	
	    
		Copyright © 2024 IDOC.TIPS. All rights reserved.
		
		    About Us | 
		    Privacy Policy |  
		    Terms of Service |  
		    Copyright | 
		    Contact Us | 
		    Cookie Policy
		

	    

	    

	
	
	    
		
		    
			×
			Sign In

		    

		    
			
			    
				Email
				
			    

			    
				Password
				
			    

			    
				
				    
					
					 Remember me
				    
				    Forgot password?
				


			    

			    Sign In
			
	
		    

		

	    

	


	
	
	

	
	

	
	
	
	    Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close
	

	
	
    